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TIGA PILAR KEBIJAKAN PENDIDIKAN 

1. Pemerataan dan perluasan akses 
pendidikan; 

2. Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing 
keluaran pendidikan; 

3. Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan 
citra publik pendidikan.  

2 



3 

AKSES PENDIDIKAN 
Rata-rata tingkat pendidikan masyarakat masih rendah (2004) 

Yang buta aksara 9,55% Kelompok usia > 15 th 

Yang berpendidikan SLTP 36,2% Kelompok usia > 15 th 

Rata-rata lama sekolah 7,2 th Kelompok usia > 15 th 

Dalam rangka penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun, masalah perluasan akses lebih 
menonjol terjadi pada jenjang SMP/MTs 

APK 54,38 % APS 53,48 % Kelompok usia SLTA 

APS 83,5 % 

APS 96,8 % 

APK  14,26 % 

APM 65,24 % 

APM 93,04 % 

Pendidikan Tinggi 

Kelompok usia 13-15 

tahun 

Kelompok usia 7-12 

tahun 

Tingkat partisipasi pendidikan makin rendah pada jenjang pendidikan yang 
makin tinggi (2004) 
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MUTU PENDIDIKAN 
(2004) 

1. Ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan 
serta kesejahteraannya yang belum memadai baik 
secara kuantitas maupun kualitas, 

2. Prasarana dan sarana belajar yang terbatas dan 
belum didayagunakan secara optimal,  

3. Pendanaan pendidikan yang belum memadai untuk 
menunjang mutu pembelajaran, serta  

4. Proses pembelajaran yang belum efisien dan efektif. 
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TATA KELOLA  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  

(2004) 

1. Desentralisasi bidang pendidikan. 
 

2. Belum didukung oleh data dan informasi yang 
akurat pada berbagai tingkatan pemerintahan. 
 

3. Pentingnya pengawasan terhadap  berbagai 
program dan kegiatan yang terkait dengan upaya  
pemerataan dan perluasan akses serta peningkatan 
dan pemerataan mutu pendidikan. 
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• Sejak tahun 1970-an, angka partisipasi sekolah telah 
meningkat cukup besar sebagai akibat dari upaya pemerintah 
untuk terus membangun gedung sekolah di seluruh Indonesia. 

• Rasio angka partisipasi kasar yang tinggi (lebih besar dari 100 
persen) dapat menjadi indikator sistem pendidikan yang tidak 
efisien. 

 

 



Penurunan pengeluaran pada tahun 2004 disebabkan oleh 
pelaksanaan anggaran yang rendah dan tergesernya anggaran di 
semua sektor sosial akibat kenaikan subsidi BBM. 
 



Malaysia menganggarkan jumlah yang lebih besar sebagai proporsi dari total 
angggaran dan dari PDB dibandingkan dengan negara lain di kawasan ini.  
Sebaliknya, Indonesia menduduki peringkat paling bawah untuk pengalokasian 
anggaran pendidikan sebagai proporsi dari PDB  alokasi untuk pengeluaran rutin 
terutama subsidi yang sangat besar. 
 



Pemerintah kabupaten/kota adalah yang paling banyak menyedot 
anggaran, sekitar 60 persen dari total pengeluaran, sementara 
pemerintah tingkat provinsi hanya 6 persen. Total pengeluaran untuk 
sektor pendidikan ini tetap stabil sejak 2001 

 



Pengeluaran rutin untuk pengadaan barang dan jasa di tingkat 
daerah masih rendah dibandingkan dengan pengeluaran untuk gaji 

 



Tingkat pengembalian sosial (social rates of return) pada 
pendidikan menengah lebih tinggi daripada tingkat 
pengembalian untuk pendidikan dasar.  

Pendidikan sekolah menengah atas menerima tingkat 
pengembalian tertinggi sebesar 28 persen, sedikit di 
atas pendidikan sekolah menengah pertama yang 
besarnya 25 persen.  

Sebaliknya, tingkat pengembalian untuk pendidikan dasar 
sangat rendah, diperkirakan sekitar 4 persen. 
 



• Dalam Indikator Pendidikan Dunia (IPD) Gaji guru di 
Indonesia lebih rendah dibandingkan negara setara lainnya.  

• Bahkan kalau saja pendapatan guru dilipatgandakan melalui 
struktur tunjangan, gaji guru Indonesia masih tetap lebih 
rendah dari sampel. 

 



Pada tahun 2006, pemerintah pusat mengalokasikan sekitar Rp 44.1 triliun, atau sekitar 9.4 
persen dari total anggaran pemerintah pusat untuk sektor pendidikan (Diagram 3.4).  
Sektor pendidikan termasuk pendidikan TK, pendidikan dasar, pendidikan menengah, 
pendidikan non-formal dan informal, pendidikan untuk PNS, pendidikan tinggi, pendidikan 
agama, penelitian dan pengembangan untuk sektor pendidikan, layanan penunjang 
pendidikan, dan pengeluaran lain untuk pendidikan. 

 
 



• Di luar pengeluaran untuk gaji, pengeluaran 
pemerintah pusat dan daerah untuk sektor pendidikan 
jauh lebih rendah daripada sasaran yang ditentukan 
oleh UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20/2003. 

 



• Pada tahun 2005, angka partisipasi kasar 
• pada tingkat sekolah dasar mencapai 107.1 persen dan angka partisipasi murni 91 persen. Masalah yang berkaitan dengan akses menjadi lebih besar di 

tingkat pendidikan sekolah menengah pertama, dengan angka partisipasi kasar 81.7 persen, sementara angka partisipasi murni hanya 65.2 persen. Secara 
resmi, pendidikan dasar (kelas 1–9) adalah wajib untuk anak-anak yang berumur antara 7–15 tahun. 

• Akan tetapi, ketentuan hukum ini tidak diterapkan secara ketat. Sementara itu, akses untuk pendidikan sekolah dasar mungkin masih menjadi suatu 
masalah di wilayah-wilayah terpencil. Untuk sebagian besar rakyat miskin di Indonesia masalah utama dalam akses pendidikan adalah untuk melanjutkan 
ke jenjang pendidikan menengah awal. 

 



Efisiensi dalam manajemen sumber daya manusia: distribusi guru 
 

• Walaupun anggaran pendidikan mengalami peningkatan, rasio murid dan guru (RMG) di Indonesia sangat rendah, yang menunjukkan tidak efisiensinya 
pengeluaran untuk sektor pendidikan. Sementara tingkat RMG yang rendah memberikan peluang yang lebih besar untuk meningkatkan interaksi antara 
guru dan siswa, konsensus umum menunjukkan bahwa RMG 30:1 adalah yang paling tinggi, sementara perbandingan rasio yang lebih kecil dari ini akan 
memberikan pengembalian marginal yang sangat rendah. Karena gaji guru merupakan komponen biaya yang cukup signifikan, RMG yang rendah 
cenderung akan menyebabkan beban keuangan yang berat. Perbandingan jumlah guru-murid di Indonesia merupakan salah satu dari yang terendah di 
kawasan Asia/Pasifik, seperti yang tampak pada 

• Diagram 3.7. Perbandingan rata-rata RMG untuk negara-negara kawasan Asia/Pasifik sekitar 31:1 untuk pendidikan dasar dan 25:1 untuk pendidikan 
sekolah menengah pertama.46 Indonesia masih jauh lebih rendah, sekitar 20 untuk pendidikan dasar dan sekitar 14 untuk pendidikan sekolah 
menengah pertama (Diagram 3.7). Rasio untuk Indonesia akan jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Amerika dan dengan beberapa negara 
Eropa. Angka ini juga jauh di bawah angka yang ditentukan secara nasional, yaitu 40:1 untuk pendidikan dasar dan 28:1 untuk pendidikan sekolah 
menengah pertama (World Bank, 2006h). 

 


